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Sambutan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Sejak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan telah menginfeksi sekitar
2.637.718 orang di seluruh dunia pada 23 April 2020, dengan sekitar 184.225 kematian di seluruh dunia. Setelah satu
tahun, kasus secara eksponensial meningkat menjadi 153.954.491 kasus terkonfirmasi positif, termasuk 3.221.052
kematian per bulan Mei 2021. Pada awal bulan April 2020, pemerintah Indonesia mencatat 7.418 kasus terinfeksi dan
635 kematian, yang meningkat setahun kemudian pada Mei 2021 menjadi 1.691.658 kasus tercatat dengan 46.349
kematian.

Pandemiini telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia dan berdampak langsung kepada
kehidupan, kesehatan serta pergerakan ekonomi yang berkelanjutan. Data ILO pada 2020 menunjukkan COVID-19
telah secara global memengaruhi aspek ketenagakerjaan dalam bentuk kehilangan jam kerja akibat hilangnya
pekerjaan dan pengurangan jam kerja (termasuk pekerja yang tetap bekerja tetapi tidak bekerja).

Dampak pandemi COVID-19 semakin dirasakan kelompok rentan yang sebelumnya telah mengalami tantangan
dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti askes pada kesehatan dan ekonomi. Tantangan ini semakin besar pada
kelompok rentan yang mengalami stigma dan diskriminasi, seperti orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan populasi
kunci yang kesulitan mengakses bantuan sosial karena masalah administrasi.

Sejalan denganrespons kemanusiaan di masa tanggap darurat, tindakan advokasiyang berkelanjutan menjadi penting
untuk menunjukkan data berbasis bukti yang menjadi dasar penguat pentingnya akses terhadap perlindungan sosial
dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada Rekomendasi ILO No. 202 tentang Landasan Perlindungan Sosial dan prioritas ILO untuk
mendukung pemulihan yang berpusat pada manusia selama krisis pekerjaan dan pendapatan yang belum pernah
terjadi ini, temuan survei dampak sosio-ekonomi ini menjadi tonggak penting dalam penyediaan data mengenai
pentingnya memanfaatkan kegiatan advokasi dan memperkuat skema perlindungan sosial yang inklusif bagi orang
dengan HIV (ODHIV), populasi kunci serta kelompok rentan pada umumnya.

ILO mendorong inisiatif baik Koalisi AIDS Indonesia (IAC) untuk mempromosikan perlindungan sosial melalui
advokasi yang berkelanjutan sebagai upaya mencapai target global 95-95-95 di mana tidak ada satu kelompok pun
yang tertinggal, terutama kelompok rentan dan populasi kunci.

Jakarta, Mei 2021
Tetap aman, tetap Sehat

Michiko Miyamoto
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
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Sambutan Koalisi AIDS Indonesia (IAC)

Seiring dengan merebaknya wabah pandemi COVID-19, Koalisi AIDS Indonesia (IAC) memandang perlunya
mengembangkan dan menjalankan strategi yang bertujuan untuk tidak hanya mengurangi penyebaran virus, namun
juga meredam dampak sosio-ekonomi dan sistem kesehatan, serta mengambil langkah konkrit dalam menjangkau
mereka yang membutuhkan dalam menghadapi tantangan pandemi, terutama orang yang hidup dengan HIV
(ODHIV). Bagi banyak orang COVID-19 mendatangkan dampak yang luar biasa terhadap mata pencarian mereka.
Survei yang dilakukan oleh beberapa organisasi menyimpulkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan dari kondisi
antara sebelum dan saat pandemi.

Survei yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif (JIP) mengenai kebutuhan ODHIV dalam konteks COVID-19
menyimpulkan bahwa hal ini memberikan dampak terhadap mata pencarian sebagian besar responden. Survei
menemukan bahwa hampir 30 persen responden kehilangan sumber pendapatan, 25 persen tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar dan 5 persen tidak mampu membayar sewa rumah.

Data yang diangkat oleh Sanggar Swara, sebuah komunitas transpuan di area Jakarta juga menunjukkan bahwa
sekitar 640 responden menggantungkan mata pencarian mereka sebagai pekerja seks dan/atau pengamen jalanan.
Banyak populasi kunci kehilangan sumber pendapatan mereka dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar
mereka.

Dalam kesempatan ini, IAC mengeluarkan sebuah kajian cepat dengan menggunakan pendekatan metode bauran
agar dapat menggali bagaimana COVID-19 memengaruhi ODHIV dan populasi kunci, terutama dalam kaitannya
dengan kondisi sosio-ekonomi dan apakah populasi ini mendapatkan manfaat dari jaminan sosial yang baru-baru
ini dikembangkan. Kajian cepat ini ingin memotret dampak yang terjadi baik pada skala kecil maupun besar. Tujuan
dari kajian cepat ini merujuk secara khusus pada upaya mengidentifikasi kebijakan jaminan sosial yang ada bagi
ODHIV dan menggali dampak sosio-ekonomi serta akses dan cakupan perlindungan sosial COVID-19 bagi ODHIV dan
populasi kunci.

Kami merujuk pada berbagai skema jaminan sosial saat masa COVID-19 yang dilaksanakan oleh berbagai badan
utama: Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam kajian cepat
ini, terutama ODHIV dan komunitas populasi kunci. Semoga kajian cepat ini dapat memajukan upaya kita dalam
meredam dampak negatif dari pandemi COVID-19 saat ini, terutama dampaknya terhadap kondisi sosio-ekonomi
ODHIV dan sistem kesehatan secara luas di Indonesia.

Jakarta, Mei 2021

Aditya Wardhana
Executive Director
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» Latar Belakang

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, virus ini
telah memengaruhi seluruh orang di dunia. Di seluruh dunia, virus ini telah menginfeksi lebih dari 96 juta orang
(per 21 Januari 2021) dan menyebabkan kematian sekitar 2 juta jiwa. Indonesia melaporkan sebanyak 927.000 kasus
infeksi dan lebih dari 26.000 kematian di mana tingkat infeksi harian rata-rata adalah 4.000 orang selama beberapa
minggu terakhir (tanggal yang sama). Pemerintah Indonesia terus mengembangkan dan melaksanakan strategi yang
bertujuan untuk mengurangi tak hanya penyebaran virus, namun juga dampak sosio-ekonomi dan sistem layanan
kesehatan. Sejak pertengahan bulan Maret, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar masyarakat bekerija,
belajar dan menjalankan kegiatan ibadah dari rumah. Ini diikuti dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di beberapa provinsi dan kota di bulan April, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat—dua provinsi dengan
jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi di masa awal pandemi. Pada bulan Mei, 4 provinsi dan 27 pemerintah kota secara
bersamaan menerapkan PSBB. Namun sejak bulan Juni, pembatasan ini mulai dilonggarkan untuk mulai menerapkan
kehidupan normal yang baru.'

Pembatasan sosial berskala besar ini sayangnya juga memengaruhi cara orang menjalankan kehidupan mereka,
terutama yang berkaitan dengan mata pencarian mereka. Mobilitas dibatasi, dan ruang publik, usaha dan kegiatan
ditutup atau ditunda. Hingga tanggal 20 April 2020, sekitar 2 juta pekerja dari sektor formal dan informal kehilangan
sumber pendapatan mereka [1]. Kementerian Keuangan memperkirakan dampak negatif COVID-19 dapat
meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan sebesar 5,71 juta dan jumlah orang yang menganggur
sebanyak 5,23 juta jiwa [2]. Estimasi sama yang dibuat oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa tanpa bantuan darurat
dari pemerintah, pandemi ini dapat mengakibatkan 5,5 hingga 8 juta jiwa hidup dalam kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan meningkat dari 24 juta pada bulan
September 2019 menjadi 26 juta jiwa pada bulan Maret 2020. Bank Dunia juga telah mengukur berbagai dampak dari
COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia melalui lima putaran survei pemantauan frekuensi tinggi sejak Mei.
Berdasarkan hasil temuan pada tiga putaran pertama, 24 persen orang (pencari nafkah) berhenti bekerja pada awal
Mei, terutama akibat penutupan usaha sejak diterapkannya PSBB. Kendati demikian, lebih dari 75 persen mereka
yang berhenti bekerja sejak bulan Meij, telah mulai kembali bekerja pada bulan Agustus—sebagian besar kembali
kepada pekerjaan yang sama [3]. Rata-rata mereka yang berhenti bekerja pada bulan Mei adalah penerima upabh,
terutama di sektor industri dan jasa. Lebih dari setengah yang terus bekerja pada bulan Mei mengalami pengurangan
pendapatan sebesar 35-50 persen di semua sektor [4].

Orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) dan populasi kunci juga terdampak oleh pandemi ini, terutama karena banyak
dari bagian populasi ini bekerja di sektor informal yang bergantung pada pendapatan harian. Sementara tidak ada
satupun kajian cepat yang menunjukkan hubungan antara HIV dan COVID-19 [5], ODHIV mungkin merasa lebih rentan
dan enggan melakukan kegiatan di luar lingkungan mereka, karena merasa takut status HIV akan membuat mereka
lebih berisiko terinfeksi COVID-19. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk bekerja dan memenuhi
kebutuhan harian mereka [6].

Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif (JIP) mengenai kebutuhan ODH dalam konteks
COVID-19, sebagian besar dari responden mengatakan mereka rentan secara ekonomi [7]. Survei ini menemukan
bahwa hampir 30 persen dari responden kehilangan pendapatan mereka, 25 persen tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar mereka dan 5 persen bahkan tidak dapat membayar biaya sewa rumah. Survei serupa juga dilakukan
oleh Sanggar Swara pada komunitas transpuan di area Jakarta yang menunjukkan bahwa sekitar 640 orang responden
menggantungkan pendapatan mereka sebagai pekerja seks dan/atau pengamen jalanan. Dalam konteks COVID-19
banyak yang kehilangan sumber pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti biaya
sewa dan makanan

Untuk merespons hal ini, pemerintah melalui berbagai kementerian melakukan berbagai langkah-langkah mitigasi
untuk membantu para pekerja dan pemilik usaha mikro dan kecil dalam menghadapi dampak sosio-ekonomi akibat
pandemi, termasuk memperluas jaminan sosial dan program bantuan, mengembangkan program bantuan sosial
baru, pelonggaran pinjaman dan pengurangan pajak bagi pekerja dengan pendapatan tahunan Rp. 200 juta atau di
bawahnya.?

1 DiDKI Jakarta, setelah meningkatnya infeksi baru dengan pesat, PSBB diterapkan lagi setelah dilonggarkan pada periode Juni-September.
2 https://www.kemenkeu.go.id/covid19
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Tabel 1 merangkum respons pemerintah Indonesia dalam mengurangi dampak sosio-ekonomi dari COVID-19.
Sebagian besar program memiliki persyaratan administratif, termasuk kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP)
nasional dan/atau kartu keluarga (KK) sebagai cara verifikasi bahwa penerima memang benar-benar warga negara
Indonesia. Sayangnya, banyak kajian cepat yang menunjukkan bahwa populasi kunci terutama transgender dan
pekerja seks tidak dapat mengakses KTP atau KK [8,9]. Karenanya mereka tidak dapat mengakses bantuan-bantuan
mata pencarian dan kesejahteraan yang amat mereka butuhkan. Dalam konteks krisis yang disebabkan oleh pandemi
COVID-19, ketidakmampuan mengakses bantuan sosial dapat membuat mereka berada dalam posisi yang lebih
rentan, termasuk pengabaian akan kebutuhan perawatan kesehatan mereka.

Tinjauan literatur global menunjukkan bahwa akses populasi kunci HIV terhadap jaminan sosial di negara-negara
berpendapatan rendah sangat rendah [10]. Pada 2014, bermitra dengan berbagai organisasi, ILO melakukan sebuah
kajian cepat mengenai pekerja yang hidup dengan HIV dan rumah tangga mereka di empat negara, yaitu: Guatemala,
Indonesia, Rwanda dan Ukraina. Kajian cepat ini bertujuan untuk mencari bukti mengenai kesulitan yang dihadapi
oleh pekerja yang hidup dengan HIV dalam mengakses jaminan sosial dan dampak dari jaminan sosial itu pada
kehidupan pekerja yang hidup dengan HIV.

Di Indonesia, kajian cepat ini dilakukan di empat kota, yaitu Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Malang. Kajian cepat
menemukan bahwa sekitar 70 persen peserta yang bekerja secara formal dapat mengakses berbagai bentuk jaminan
sosial [11]. Namun hanya separuh dari responden yang bekerja di sektor informal yang dapat mengakses program
asuransi kesehatan. Hanya sedikit peserta yang dapat mengakses bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya, terutama
program bantuan sosial. Terlebih lagi, pekerja informal yang berada di atas garis kemiskinan hanya sedikit atau
bahkan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial.

Kajian cepat ini menyimpulkan bahwa jaminan sosial masih kurang digunakan oleh para responden karena kerumitan
seputar proses administratif, ditambah dengan birokratisasi serta diskriminasi dan kurangnya pengetahuan. jJumlah
responden yang dapat mengakses skema jaminan sosial diperkirakan terendah di Indonesia dibandingkan dengan
responden dari negara-negara lain.

Berdasarkan Rekomendasi ILO No. 202 mengenai Landasan Nasional untuk Perlindungan Sosial [12], setiap negara
anggota harus berupaya untuk memperluas jaminan sosial bagi sebanyak mungkin orang dengan menentukan batas
bawah/minimum dari perlindungan sosial nasional, termasuk setidaknya memastikan akses terhadap pendapatan
minimum dan akses ke barang dan jasa yang esensial. Dalam merancang hal ini, direkomendasikan bagi negara-
negara anggota untuk mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip pemandu, di antaranya: universalitas, non-
diskriminasi dan inklusi sosial (terutama bagi mereka yang melakukan pekerjaan di sektor informal).

Sejak kajian cepat ILO tahun 2014, Indonesia telah melakukan beberapa perbaikan dalam skema sistem jaminan sosial
menurut Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional; dengan demikian secara teori, setiap orang harus
dapat mengakses jaminan sosial. Kendati demikian, hanya sedikit yang diketahui mengenai akses dan efek jaminan
sosial bagi ODHIV dan populasi kunci setelah dilaksanakannya UU Jaminan Sosial. Dalam konteks krisis COVID-19,
sekali lagi penting untuk memastikan ODHIV dan populasi kunci dapat mengakses pendapatan dasar dan jaminan
sosial secara umum untuk mengurangi dampak sosio-ekonomi pandemi.

» Tujuan

Kajian cepat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk memahami dampak COVID-19 di kalangan ODHIV dan
populasi kunci dari sudut pandang sosio-ekonomi dan akses mereka pada jaminan sosial yang dirancang untuk
mengurangi dampak sosio-ekonomi COVID-19. Berikut adalah tujuan-tujuan utama dari kajian cepat ini:

1. Mengidentifikasi kebijakan jaminan sosial yang tersedia bagi ODHIV dan populasi kunci di Indoensia, termasuk
yang ada sebelum COVID-19; dan

2. Menggali dampak sosio-ekonomi dari COVID-19 di kalangan ODHIV dan populasi kunci; dan

3. Menggali akses dan perlindungan jaminan sosial bagi ODHIV dan populasi kunci di Indonesia setelah pandemi
COVID-19.
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» Metodologi

Desain

Kajian cepat ini menggunakan pendekatan metode bauran, yang memadukan tinjauan pustaka dan survei daring.
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan jaminan sosial
di Indonesia baik sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Hasil temuan dari tinjauan literatur ini digunakan untuk
menginformasikan desain survei lintas sektor ini. Selanjutnya, perangkat e-survei dikembangkan untuk menggali
bagaimana COVID-19 memengaruhi ODHIV dan populasi kunci, terutama dalam kaitannya dengan kondisi sosio-
ekonomi dan apakah populasi ini mendapatkan manfaat dari jaminan sosial yang baru saja dikembangkan. E-survei
diunggah menggunakan Google Form, dan dibuka mulai tanggal 9 hingga 30 November 2020.

Sampel

Untuk tujuan kajian cepat ini, ada dua kriteria inklusi dalam merekrut peserta potensial: 1) Mereka yang hidup dengan
HIV atau belum didiagnosis dengan HIV, namun merupakan bagian dari kelompok berikut: pekerja seks, laki-laki
yang berhubungan seks dengan laki-laki, transpuan dan pengguna napza suntik; dan 2) Berusia di atas 17 tahun.
Para peserta yang tidak tercakup adalah yang tidak memenuhi kriteria inklusi atau mereka yang menjadi bagian dari
uji percontohan. Para calon peserta direkrut melalui 1) Jaringan Koalisi AIDS di 23 kota dan 2) media sosial. Besarnya
sampel ditentukan berdasarkan jumlah estimasi ODHIV di Indonesia.

Secara keseluruhan ada 564 respons yang direkam. Respons ini kemudian ditapis untuk dapat menyaring mereka yang
tidak memenuhi kriteria inklusi atau merupakan bagian dari survei percontohan. Hasilnya 35 respons dikeluarkan dari
sampel, di mana 10 di antaranya bukan merupakan ODHIV atau bagian populasi kunci), 13 berusia di bawah 17 tahun
dan 12 merupakan bagian dari uji percontohan. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif
dengan mempergunakan SPSS
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» Temuan-temuan Utama

Skema Jaminan Sosial saat COVID-19

Tabel di bawah ini merangkum berbagai skema jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam
merespons dampak sosio-ekonomi pandemi. Daftar ini terdiri dari 10 skema yang berbeda, termasuk yang ada

sebelum COVID-19 dan yang baru dirancang saat pandemi.

Tabel 1. Respons Pemerintah terhadap Dampak Sosio-Ekonomi COVID-19

Skemsa J"f‘"l‘i“a" sebA:I?Jm Regulasi/ Badan
CHE Undang-Undan utama
COVID-19 | s
Bantuan tunai Ya Undang-Undang Kemen- Diperkenalkan Setiap Reguler: Rp.
bersyarat No. 11 Tahun terian sejak tahun 2007, bulan 550.000 per
- Program 2009 tentang Sosial dan sejak tahun selama 12 bulan (AKSES Rp.
Keluarga Kesejahteraan 2019 memiliki dua bulan 1.000.000 per
Harapan Sosial; Peraturan komponen: tunai bulan)
Menteri Sosial dan sementara.
Republik Indonesia Pada Maret 2020, Plus tuniangan
No. 1 Tahun 2018; pemerintah Jang .
. tambahan bagi
meningkatkan )
. . anak usia pra
jumlah penerima
Peraturan o sekolah dan
: manfaat dan nilai .
Pemerintah manfaat tambahan perempuan hamil:
Pengganti Undang- Rp. 3.750.000
sebesar 25 persen. .
Undang (Perpu) Penerima manfaat untuk siswa SD;
tentang Kebijakan roaram ini Rp. 1.125.000
Keuangan Negara &egerima transfer untuk SMP; Rp.
dan Stabilitas Sistem tunai setiap bulan 1.875.000 untuk
Keuangan Hap SMA; Rp. 2.500.000
dan tunjangan :
tahunan tambahan untuk lansia; dan
; Rp. 3.000.000
bagi anggota
keluarga yang hamil untuk penyandang
) ' disabilitas berat
anak usia pra-
sekolah, penyandang
disabilitas dan lansia.
Maksimum 4
manfaat tambahan
untuk satu keluarga.
Program Ya Undang-Undang Kemen- Diperkenalkan Setiap Rp. 200.000 per
Bantuan Pangan No. 11 Tahun terian sejak tahun 2017 bulan bulan
2009 tentang Sosial sebagai Bantuan selama 12
Kesejahteraan Pangan Non-Tunai. bulan

Sosial; Peraturan
Menteri Sosial

Pada bulan Maret
2020, pemerintah

Republik Indonesia melakukan beberapa
No. 20 Tahun 2019; modifikasi terhadap
Peraturan desain awal sebagai
Pemerintah respons terhadap
Pengganti Undang- pandemi, termasuk
Undang (Perpu) meningkatkan
tentang Kebijakan jumlah penerima

Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem
Keuangan

manfaat hampir
sebesar 25 persen
dan meningkatkan
nilainya sebesar 30
persen.
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Skema Jaminan

Regulasi/

Sosial Undang-Undang

ELE]
utama

11

Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2020

Tunjangan Ya
Pengangguran

dan Pelatihan
Keterampilan
(Program Kartu
Pra-Kerja)

Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM
No. 6 Tahun 2020;

Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang (Perpu)
tentang Kebijakan
Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem
Keuangan

Bantuan Bagi Tidak
Pengusaha

Mikro (BPUM)

Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2020

Berbagai Tidak

bantuan tunai

Kemen-
terian
Koor-
dinator
bidang
Pereko-
nomian

Kemen-
terian
Koperasi
dan Usaha
Mikro, dan
Kecil

Kemen-
terian
Keuangan

Diperkenalkan
pada 2020

sebelum pandemi.
Pemerintah awalnya
merencanakan
skema ini dapat
membantu
menyediakan
pelatihan
keterampilan

bagi mereka yang
menganggur

dan pencari

kerja. Setelah
wabah COVID-19.
desainnya kemudian
diubah agar dapat
memberikan
bantuan finansial
bagi para penerima
manfaat.

Diperkenalkan pada
bulan Agustus 2020
sebagai bentuk
hibah bagi para
pemilik bisnis
mikro yang tidak
menerima pinjaman
atau investasi lain.
Menyasar sebanyak
12 juta penerima
manfaat

Ada dua jenis:

1) Bantuan tunai
bersyarat—dana
desa dan

2) Bantuan tunai
bersyarat untuk
mereka yang
berada di luar
Jakarta

Yang pertama
adalah bagi rumah
tangga miskin di
desa yang tidak
menerima program
bantuan sosial

lain, misalnya PKH,
program transfer
non-tunai dan kartu
pra-kerja. Yang
kedua menyasar 9
juta rumah tangga
di luar jakarta yang
tidak menerima
bantuan PKH dan
kartu non-tunai.

April - De-  Pelatihan: Rp.
sember 1.000.000 per
2020 bulan; Insentif: Rp.
600.000 untuk 4
bulan;
Survei akhir
(sebanyak 3 kali):
Rp. 50.000.
April-De- Rp. 2,4 juta
sember
2020
April-De- Rp. 600,000
sember (April-Juni) dan
2020 Rp. 300,000 (Juli-

Desember)
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Skema Jaminan
Sosial

Badan
utama

Regulasi/

Undang-Undang

Transfer non- Tidak
tunai untuk area

DKI Jakarta

Potongan Tidak

tagihan listrik

Penangguhan Tidak
kredit

Pengurangan Tidak
pajak bagi

pekerja

Program subsidi ~ Tidak
upah bagi
pekerja

Peraturan Presiden Kemen-
No. 36 Tahun 2021 terian

Keuangan
Peraturan Kemen-
Pemerintah terian
Pengganti Undang-  Energi
Undang (Perpu) dan
tentang Kebijakan Sumber

Keuangan Negara Daya
dan Stabilitas Sistem Mineral
Keuangan

Peraturan Kemen-
Pemerintah terian
Pengganti Undang-  Keuangan
Undang (Perpu)

tentang Kebijakan

Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem

Keuangan

Peraturan Kemen-
Pemerintah terian
Pengganti Undang-  Keuangan
Undang (Perpu)

tentang Kebijakan

Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem

Keuangan

Peraturan Menteri Kemen-
Ketenagakerjaan terian
Republik Indonesia  Ketena-
No. 14 Tahun 2020 gakerjaan

Menyasar 1,3 juta April-De-
rumah tangga di sember
wilayah Jakarta dan 2020
600 ribu di wilayah

Jakarta sekitarnya

(Jabotabek) yang

merupakan

penerima PKH dan

program Kartu

Sembako

Pemerintah Tiga
membayar tagihan bulan
listrik pelanggan pertama
yang menggunakan  pandemi
listrik 450 VA, dan (berakhir
membayar 50 di bulan

persen tagihan yang  Juli)
menggunakan listrik
900 VA.

Penangguhan kredit  Selama 6

Menyasar Pekerja bulan
informal misalnya,
pengemudi ojek
daring, pengemudi
taksi dan mereka
yang mengandalkan
upah harian,

yang memiliki
pinjaman di bawah
Rp. 10 miliar.
Restrukturisasi kredit
juga diberikan bagi
perusahaan mikro,
kecil dan menengah
dengan pinjaman
antara Rp. 10 juta
hingga Rp. 500 juta.

Menyasar pekerja
penerima upah
yang memiliki NPWP
dengan pendapatan
kurang dari Rp. 200
juta per tahun. Juga
diberikan kepada
pemilik usaha mikro
dan kecil yang
memiliki NPWP.

Menyasar pekerja Selama
dengan keanggotaan 4 bulan

aktif BPJS sejak
Ketenagakerjaan Agustus
(hinga Juni 2020) 2020

dengan gaji bulanan
di bawah Rp. 5 juta.

Rp. 600.000 (April-

Juni); Rp. 300.000

(Juli-Desember)

Dipotong atau
gratis

Subsidi bunga,
restrukturisasi
kredit, dan/atau
pelonggaran
pinjaman

Pengurangan
pajak pendapatan

Rp. 600.000 per
bulan
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Profil Responden

Secara keseluruhan, sampel kajian cepat ini terdiri dari 529 peserta, yang meliputi 164 perempuan, 329 laki-laki, 34
transpuan, 1 transpria dan 1 lainnya. Para responden ini berasal dari 14 provinsi yang berbeda, sebagian besar berasal
dari Jawa Barat (30,43%) dan DKI Jakarta (20,42%), mencakup lebih dari 50 kabupaten/kota (Gambar 3). Sebagian
besar responden berusia antara 25 dan 39 tahun (Gambar 1), tidak menikah (60%), sementara menikah 23 persen dan
bercerai 15 persen, lulusan SMA (35%) (Gambar 2) dan memiliki KTP Nasional (99%). Sebagian besar responden tinggal
bersama orangtua mereka di rumah sewa (27,03%) atau tinggal sendiri di rumah sewa/indekos (26,84%) (Gambar 3).
Separuh dari responden (53,9%) adalah orang dengan HIV, diikuti oleh laki-laki gay atau laki-laki yang berhubungan
seks dengan laki-laki (24,4%), pekerja seks (12,7%), pengguna napza suntik (4,7%) dan transpuan (4,3%). Para pekerja
seks di dalam sampel terdiri dari 61 orang perempuan dan 2 laki-laki.

Gambar 1. Distribusi Kelompok Usia

Februari

5,67 %

2,27 %

0,19 % 0,38 %

19tahun  20.24 2529 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 tahun
atau di tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun atau
bawah- lebih tua

nya

Kelompok Umur

Gambar 2. Distribusi Pendidikan Terakhir

Sarjana

7,75%

DIPLOMA

35,92%
24,20%

SMK
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Gambar 3. Pengaturan Tinggal Saat ini

150

26,84 % 27,03 %

100

Februari

50

7,75 %
6,62 %
0,76 %
0 | .
Sendiri/ Sendiri/ Dengan Dengan
Indekos Rumah Orangtua/ Pasangan/
Sendiri Memiliki Rumah Memiliki Rumah

Sebanyak 33 persen responden saat ini bekerja atau berwirausaha, sementara 25 persen menganggur atau bekerja
serabutan. Sisanya adalah ibu rumah tangga dan siswa (hanya satu orang). Gambar 4 di bawah ini menunjukkan
penyebaran kategori pekerjaan di kalangan mereka yang saat ini bekerja, di mana separuhnya bekerja di sektor
informal (n=257).

Gambar 4. Jenis Pekerjaan bagi Pekerja

0,78%

B Formal

. Lainnya

. Informal

. Pekerja Sektor Perhotelan
Pekerja LSM

. Pekerja Mandiri

—

0,52%

Sejak tahun 2014, Pemerintah indonesia menerapkan Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam
UU ini, pemerintah berusaha memperluas sistem jaminan sosialnya untuk melindungi semua warga Indonesia
dengan asuransi kesehatan, cedera kerja, pensiun, hari tua dan kematian. Reformasi ini seperti yang termaktub dalam
pendahuluan, bertujuan untuk merangkul mereka yang selama ini terpinggirkan, terutama mereka yang hidup di atas
garis kemiskinan dan yang bekerja di sektor informal. Sebanyak 89 persen sampel memiliki kartu Jaminan Kesehatan
Nasional (Jamkesnas); sementara 82 persen merupakan anggota aktif. Jumlah ini cukup besar dibandingkan dengan
hasil kajian cepat ILO sebelumnya di empat kota Indonesia.?

3 Dalam kuesioner awal, responden diminta untuk memilih antara sektor formal dan informal; dan ‘lainnya’ bila mereka merasa pekerjaan mereka
tidak terwakili dalam kategori-kategori yang disebutkan. Saat proses memasukkan data, semua jawaban ‘lainnya’ dikategorikan sebagai formal
atau informal bila jelas. Misalnya beberapa peserta bekerja sebagai pengemudi ojek; karenanya dikelompokkan sebagai infomal. Namun yang
lain menjawab dengan ‘pekerja LSM’ atau ‘pendukung sebagai’ atau ‘di toko’; yang tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti apakah jenis
pekerjaan yang mereka lakukan di sektor formal atau informal (bagaimana hubungan kerja diatur); sehingga ada kategori baru misalnya ‘pekerja
LSM’ atau ‘pekerja di sektor perhotelan’.
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Ada dua jenis keanggotaan Jamkesnas, yaitu: 1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mereka yang dianggap miskin; di
mana premi dibayarkan pemerintah); dan 2) anggota yang membayar secara mandiri (atau non-PBI). Dalam kajian
cepat ini, anggota yang membayar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis: Pekerja formal yang iuran Jamkesnas
dibayarkan oleh pemberi kerja dan yang membayar premi Jamkesnas secara mandiri. Lebih dari 60 persen responden
memiliki Jamkesnas yang aktif merupakan anggota mandiri (Gambar 5). Termasuk pekerja sektor formal dan pasangan
mereka (27%), pekerja lainyang membayar premi asuransi (28%) dan sisanya dibayarkan oleh orangtua, pasangan
atau anggota keluarga lainnya (5%).

Gambar 5. Jenis Kepemilikan Jamkesnas

27,32%
Sektor formal, mitra

pengusaha (dibayarkan) 34 54%
r

Independen

38,14%

PBI (Dibayarkan oleh Pemerintah)

Dari 257 orang pekerja informal yang disurvei, sebanyak 87,5 persen memiliki keanggotaan Jamkesnas. Angka ini lebih
tinggi dari survei ILO pada 2014 di mana hanya 57 persen pekerja informal dapat mengakses asuransi kesehatan.
Kendati demikian, jumlah yang memiliki keanggotaan aktif Jamkesnas dalam kajian cepat ini lebih sedikit, sebesar
80 persen. Apabila dibandingkan dengan pekerja formal, jumlah pekerja informal dengan keanggotaan Jamkesnas
yang sudah tidak berlaku lebih besar (lihat Gambar 6). Di awal tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menaikkan
iuran Jamkesnas antara 65 hingga 96 persen untuk setiap kelas.* Namun, dalam kajian cepat ini, para responden tidak
ditanyai apakah keanggotaan mereka yang sudah tidak lagi berlaku disebabkan oleh peningkatan ini. Selain dari
jaminan kesehatan nasional, sedikit responden juga memiliki asuransi kesehatan swasta (7,2%).

Gambar 6. Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan
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250 . Lainnya

. Informal

. Pekerja Sektor
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150

100
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4 Sutarsa, LN., Prastyani, A., dan R. Al Adawiyah (2020) “Raising national health insurance premiums doesn’t solve Indonesia’s health-care problems:
this is what needs to be done”. The Conversation, 11 Juni. (diakses dari https://theconversation.com/raising-national-health-insurance-premium-
doesnt-solve-indonesians-health-care-problems-this-is-what-needs-to-be-done-138941)
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Kendati tidak sama besarnya, 62 persen memiliki jaminan sosial untuk pekerja (BPJS Ketenagakerjaan); 58 persen
merupakan anggota aktif. BPJS Ketenagakerjaan merupakan versi yang sudah diperbaiki dari skema jaminan sosial
sebelumnya dengan menggabungkan Jamsostek (cedera kerja, hari tua dan kematian bagi pekerja formal di sektor
swasta), Taspen (pensiun hari tua dan asuransi pegawai negeri) dan Asabri (pensiun untuk personil militer). Namun
skemayang ada saatinijuga memberikan asuransi untuk pekerja non-penerima upah, termasuk wirausaha, pengusaha
dan pekerja lain yang tidak memiliki hubungan kerja formal (misalnya, pekerja lepasan). Dalam teorinya, warga
negara Indonesia yang bekerja di sektor informal berhak menerima BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam sampel
kajian cepat ini, partisipasi pada skema ini tidak setinggi skema jaminan kesehatan nasional. Kendati demikian, patut
dicatat bahwa 194 orang responden dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif, lebih dari setengahnya
(51%) merupakan pekerja informal.

Tabel 2. Status BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pekerjaan

Status BPJS Ketenagakerjaan Persen valid

Aktif Berlaku Formal 82 42,3 42,9
Informal 99 51,0 51,8
Pekerja LSM 10 5,2 5,2
Total 191 98,5 100,0
Tidak ada 3 1,5
Total 194 100,0
Tidak aktif Berlaku Formal 12 8,8 12,9
Lainnya 2 1.5 2,2
Informal 74 54,4 79,6
Pekerja sektor 3 2,2 3,2
perhotelan
Pekerja mandiri/ 2 1,5 2,2
wirausaha
Total 93 68,4 100,0
Tidak ada 43 31,6

Total 136 100,0
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Perubahan Sosio-Ekonomi Pasca Maret 2020

Dari 386 responden yang bekerja, sebagian besar (73%) mengalami pengurangan pendapatan berkisar dari 5 hingga
90 persen sejak Maret 2020. Lebih dari 40 persen mengalami penurunan pendapatan setengah dari yang biasa mereka
dapatkan sebelum pandemi. Para responden yang bekerja di sektor informal (51%) sebagian besar yang melaporkan
penurunan pendapatan, dibandingkan dengan 17 persen pekerja formal yang mengalami penurunan pendapatan.

Gambar 7. Jumlah Pekerjaan berdasarkan Pengurangan Pendapatan

Kehilangan
pendapatan

300 W Tidak

.Ya

15,04 %

200

100
10,03%

17,68 %

1,58%
- 1,32%
9 0,53% 0,79% —
Formal Lainnya Informal Pekerja Pekerja Pekerja
Sektor LSM Mandiri

Perhotelan

Seiring dengan rekomendasi pemerintah untuk melakukan pembatasan pergerakan sosial skala besar, para
responden mengatakan pengaturan kerja mereka mengalami perubahan, dengan 40 persen membagi waktu
kerja mereka setengah di rumah dan di kantor. Sejalan dengan kekhawatiran umum bahwa pekerja informal akan
mengalami kesulitan bekerja dengan pengaturan kerja yang berbeda, mereka yang pekerjaannya mewajibkan mereka
terus bekerja dari kantor® atau di luar rumah® merupakan pekerja informal (12% bekerja di kantor; 2,8% berkerja di
lapangan), dibandingkan dengan 8,3 persen pekerja formal. Namun, dalam sampel ini, 21,5 persen pekerja informal
dapat bekerja dari rumah, termasuk pekerja seks yang mengatakan mereka beralih ke aplikasi daring untuk mencari
pelanggan dan melayani pelanggan mereka di rumah.

Gambar 8. Pengaturan Kerja Saat ini
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5 Kantor di sini luas maknanya mulai dari kantor, toko, restoran atau tempat lain di mana pekerja bekerja.
6 Termasuk yang bekerja di lapangan misalnya pengemudi ojek, pekerja lapangan LSM, dan lainnya.
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Sesuai dengan temuan-temuan dari populasi umum, dari 136 responden yang saat ini tidak bekerja, 82 persen
kehilangan pekerjaan setelah wabah pandemi terjadi.

Gambar 9. Hilangnya Pekerjaan setelah Maret 2020 berdasarkan Kelompok ini
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Dampak sosio-ekonomi juga berdampak pada aspek lain dari kehidupan sosial seperti yang ditunjukkan dalam

Gambar 10 di bawah ini; sebagian besar mengalami peningkatan hutang (49%) diikuti dengan masalah kesehatan
(15%) dan memburuknya hubungan pribadi (13%).

Gambar 10. Dampak selain Hilangnya Pendapatan dan Pekerjaan
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Sementara 2,6 persen sisanya yang masuk ke dalam ‘dampak lainnya’, termasuk ‘tidak dapat bertemu keluarga’, ‘tidak

mampu mengirimkan uang ke rumah’, ‘perubahan dalam konsumsi makanan’, ‘tidak mampu memenuhi kebutuhan
sehari-hari’ serta ‘hilangnya tabungan’.
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Pengalaman dengan skema jaminan sosial pasca Maret 2020

Dalam enam bulan terakhir, lebih dari separuh (57%) responden menerima skema jaminan sosial dari pemerintah.
Sebagian besar yang menerima setidaknya satu jenis skema jaminan sosial dari pemerintah menerimanya dalam
enam bulan terakhir (40%). Sekitar 22 persen yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah selama 12
bulan terakhir telah menerimanya dalam enam bulan terakhir. Tren ini dapat menggambarkan hasil perubahan dari
sejumlah skema jaminan sosial yang sudah ada seiring dengan upaya pemerintah menanggapi pandemi ini. Gambar
11 menunjukkan distribusi responden yang menerima skema jaminan sosial selama enam bulan terakhir berdasarkan
kelompok pendapatan.

Gambar 11. Menerima Skema Jaminan Sosial berdasarkan Kelompok Pendapatan
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Ada 10 jenis skema jaminan sosial yang diterima oleh para responden (Tabel 2). Sebagian besar menerima bantuan
sosial dalam bentuk transfer non-tunai, terutama program bantuan pangan (42%), diikuti oleh bantuan tunai (23%)
dan subsidi upah bagi pekerja (8%) serta potongan tagihan listrik (7%)

Tabel 3. Skema Jaminan Sosial yang Diterima selama 6 Bulan Terakhir

Persen Valid
Valid Bansos Beras 20 38 6,7
Bantuan Langsung Tunai 72 13,6 24,2
BLT Subsidi Upah (BPJS TK) 24 4,5 8,1
BPUM 3 0,3 1,0
Insentif prakerja 7 1.3 2,4
Program Sembako 125 23,6 421
Program Keluarga Harapan 18 34 6,1
Diskon tarif listrik 21 4,0 71
Keringanan pembayaran kredit 5 0,9 1,7
Bantuan nutrisi 2 1.4 0,7

Total 297 56,1 100,0
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Berdasarkan status pekerjaan saat ini, kurang dari separuh yang tidak bekerja saat survei berlangsung (43,4%)
menerima jaminan sosial—sebagian besar (57%) merupakan penerima program bantuan pangan. Lebih dari 60
persen dari yang saat ini bekerja menerima jaminan sosial dalam enam bulan terakhir; sebagian besar merupakan
penerima bantuan pangan (37%) dan program bantuan tunai (27%).

Gambar 12. Jaminan Sosial yang Diterima dalam 6 Bulan Terakhir berdasarkan Status Pekerjaan
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Mereka yang menerima bantuan tunai rata-rata menerima Rp. 1.045.000 dalam enam bulan terakhir; dan sebagian
besar menerima Rp. 1.200.000 (19%). Dalam rancangan program bantuan tunai saat ini, penerima seharusnya
menerima sebesar Rp. 2.400.000 antara bulan April dan Juni (Rp. 600.000 per bulan diberikan setiap dua bulan sekali)
dan Rp. 1.800.000 diberikan antara bulan Juli dan Desember (Rp. 300.000 per bulan).

Program pelatihan keterampilan (kartu pra-kerja) yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo di awal tahun harus
dirancang ulang untuk merespons kondisi COVID-19, terutama untuk membantu para pekerja yang baru kehilangan
pekerjaan, menganggur atau melakukan usaha mikro dan kecil. Hanya 18 persen responden kajian cepat ini
mendapatkan manfaat dari program ini dalam 12 bulan terakhir meski lebih dari 80 persen yang saat ini menganggur
kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi. Namun jumlah penerima kartu pra-kerja menurun hingga mencapai
2,3 persen dalam enam bulan terakhir.

Temuan-temuan ini juga menunjukkan bahwa tidak banyak perbedaan antara ODHIV dan populasi kunci, terutama
dalam akses mereka terhadap program bantuan sosial (Gambar 13). Sebesar 56 persen ODHIV yang disurvei menerima
program bantuan sosial dalam enam bulan terakhir. Demikian pula dengan lebih dari separuh populasi kunci (57,4%)
telah menerima program bantuan sosial dalam enam bulan terakhir. Untuk setiap populasi kunci, setidaknya separuh
dari mereka yang disurvei di setiap kelompok menerima bantuan sosial dalam enam bulan terakhir, kecuali pekerja
seks. Namun penting untuk dicatat bahwa kurang dari separuh pekerja seks (44%) yang disurvei menerima bantuan
sosial dalam enam bulan terakhir (Gambar 14).
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Gambar 13. Penerima Bantuan Sosial berdasarkan Kelompok
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Gambar 14. Menerima Bantuan Sosial berdasarkan kelompok
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Dibandingkan dengan provinsi lain, sebagian besar responden yang tinggal di Jawa Barat (31%) dan DKI Jakarta (23%)
menerima program bantuan sosial dalam enam bulan terakhir. Hal ini menunjukkan kemungkinan hubungan antara
program bantuan sosial daerah yang ada saat ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan tunai
mencakup 70 persen dari total rumah tangga di provinsi ini. Selain itu, pemerintah pusat juga mendukung mereka
yang ada di area paling terdampak, termasuk 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta dan 600 ribu rumah tangga di
Jabotabek, dengan program bantuan non-tunai tambahan’ (Gambar 15).

7 Anas, T. (2020) ‘Jobs and Pandemic: the Government Policies to Help Workers Dealing with the Pandemic’. Pp.1-20
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Gambar 15. Menerima Bantuan Sosial dalam 6 Bulan Terakhir berdasarkan Provinsi
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Kurang dari separuh responden (46%) yang menerima bantuan sosial mengatakan mereka puas dengan kualitas
bantuan yang mereka terima, sementara 28 persen merasa netral. Mereka yang merasa ‘sangat tidak puas’ (15%) dan
‘tidak puas’ (3%) mengatakan bantuan pemerintah tidak didistribusikan secara adil dan tidak konsisten. Banyak yang
menyebutkan ketidakpuasan akan durasi yang mereka butuhkan untuk menerima bantuan sosial. Banyak responden
yang menerima bantuan dalam bentuk barang mengatakan bantuan tersebut tidak memadai karena mereka juga
membutuhkan bantuan keuangan untuk membiayai pengeluaran lainnya. Misalnya, seorang responden yang hanya
menerima bantuan langsung non-tunai (Program Sembako) mengatakan, “Saya sudah menganggur hampir setahun,
namun saya baru sekali menerima bantuan itu”.

Gambar 16. Kepuasan terhadap Bantuan Sosial yang Diterima
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Sebagian besar responden menganggap proses mendapatkan jaminan sosial itu mudah; namun persentase yang
menganggap prosesnya mudah kurang dari separuh (41%). Hanya sedikit yang menganggap prosesnya sulit atau
sangat sulit yang menyebutkan alasan bahwa proses verifikasi membutuhkan waktu dan membuat mereka harus
mengunjungi pengurus RW dan desa atau badan-badan berwenang lain, seperti bank, lebih dari satu kali (sebelum
mereka dapat diverifikasi secara daring). Yang lain menyebutkan bahwa karena alamat mereka saat ini berbeda
dengan alamat KTP, prosesnya menjadi lebih rumit. Salah satu responden mengatakan ia dibantu induk semangnya
untuk mendapatkan surat dari Ketua RT setempat yang mengonfirmasi alamat terkini. Yang lain menyebutkan bahwa
memiliki hubungan dengan ketua RT sangat penting dalam mempermudah akses mereka terhadap skema jaminan
sosial. Ini menyiratkan bahwa jejaring sosial berperan penting dalam mempermudah akses atas skema jaminan sosial.
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Gambar 17. Kepuasan atas Kemudahan Akses ke Skema Jaminan Sosial
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Meskipun demikian, seperti yang ditunjukkan di Gambar 18, penting untuk dicatat bahwa tak semua yang berada di
bagian bawah kelompok pendapatan terendah (pendapatan bulanan kurang dari Rp. 1 juta) menerima jaminan sosial
dari pemerintah baik di masa lalu (35%) dan selama enam bulan terakhir (36%).

Gambar 18. Pernah Menerima Bantuan Sosial dalam 6 Bulan Terakhir berdasarkan Kelompok Pendapatan
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Lebih dari separuh responden (57%) yang menganggur belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dari
118 responden yang kehilangan pekerjaan mereka antara bulan Maret mengetahui hal ini dan saat ini, kurang dari
separuhnya (43,2%) menerima berbagai jenis bantuan pemerintah dalam enam bulan terakhir. Bagi para responden
ini, meskipun memenuhi persyaratan dan ada jaminan sosial yang dirancang untuk mereka (misalnya tunjangan bagi
pengangguran dan pelatihan keterampilan dalam program pra-kerja, berbagai bantuan tunai bersyarat dan subsidi
upah bagi pekerja), mereka belum pernah mendapatkan bantuan apapun.

Dari 228 orang responden yang belum pernah menerima skema jaminan sosial apapun dari pemerintah, 67 persen
memberikan alasan. Salah satu alasan terbanyak adalah tidak tahu cara mendaftar (38%). Sementara 30 persen sisanya
tidak mengetahui ada bantuan sosial. Sejumlah kecil (8,8%) berusaha mendaftar, namun gagal (terutama yang ingin
ikut program pra-kerja), dan lainnya mengatakan mereka gagal terdaftar karena alasan yang tidak mereka ketahui.
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Gambar 19. Alasan Tidak Menerima Skema Jaminan Sosial Pemerintah
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Skema perlindungan sangat penting bagi mereka dalam meringankan beban finansial untuk membiayai kebutuhan
sehari-haridan kebutuhan lainnya. Dalam kajian cepatini, dari 142 responden yang kehilangan sumber pendapatannya
(termasuk lima di antaranya yang kini menjadi ibu rumah tangga dan siswa), lebih dari 37 persen mengatakan mereka
tidak menerima bantuan dari skema jaminan sosial karena tidak tahu bagaimana mendaftarkan diri atau terdaftar.
Sementara 30 persen lainnya tidak mengetahui jaminan sosial itu ada.

Gambar 20. Alasan Tidak Menerima Bantuan Sosial bagi Mereka yang Kehilangan Pekerjaan
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Demikian pula dengan tiga kelompok pendapatan terbawah yang tidak mengetahui adanya jaminan sosial dan
bagaimana mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat (Gambar 21). Pemerintah indonesia telah menggulirkan
skema subsidi upah sejak Agustus 2020. Skema ini menyasar pekerja formal dan informal yang memiliki keanggotaan
aktif BPJS Ketenagakerjaan dan pendapatan bulanan kurang dari Rp. 5 juta.® Dalam kajian cepat ini hanya 6 persen
yang bekerja yang sudah menerima subsidi upah ini. Sejumlah peserta kajian cepat yang pendapatannya kurang dari
Rp. 5 juta per bulan tidak mengetahui skema bantuan ini atau prosedur mendaftar bahkan ketika mereka memiliki
keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif sehingga tidak dapat menikmatinya.

8 Yang merupakan persyaratan untuk Bantuan Subsidi Upah
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Gambar 21. Alasan Tidak Menerima Jaminan Sosial berdasarkan Kelompok Pendapatan
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Sebagai konsekuensinya, banyak (81%) yang akhirnya meminta bantuan dari teman dan keluarga, termasuk bantuan
keuangan. Kajian cepat menunjukkan bahwa bagi ODHIV dan mereka yang merupakan bagian dari populasi kunci,
bantuan sosial sangat penting, termasuk bantuan yang mereka dapatkan dari teman maupun pekerja penjangkauan.
Saat pandemi, ODHIV dan populasi kunci yang disurvei sebagian bertemu dengan pekerja penjangkauan/pendidik
sebaya sebulan sekali (51%) atau seminggu sekali (25%), kurang lebih serupa dengan kondisi sebelum pandemi.
Meskipun masih tidak jelas mengapa hanya sedikit responden yang belum pernah bertemu dengan pekerja
penjangkauan, penting memastikan dukungan sosial—baik dari keluarga, rekan, LSM (pekerja penjangkauan) atau
kombinasinya—tersedia bagi komunitas ini, terutama saat krisis.

Lebih dari setengah responden yang disurvei (64,5%) mengatakan mereka masih membutuhkan berbagai skema
jaminan sosial. Sebagian mengatakan mereka membutuhkan bantuan tunailangsung (Gambar 16). Hal ini menyiratkan
bahwa bagi banyak peserta, jaminan sosial yang mereka terima hanya meringankan sebagian dampak COVID-19
terhadap kehidupan sosio-ekonomi mereka. Contohnya, mereka yang merupakan penerima bantuan non-tunai juga
mengalami permasalahan sosio-ekonomi lain, termasuk untuk modal usaha, pelatihan keterampilan dan dukungan
pendidikan untuk anak-anak mereka (Gambar 22).

Gambar 22. Skema Jaminan Sosial yang Dibutuhkan berdasarkan Status Pekerjaan
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Secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok antara kebutuhan responden yang bekerja dan yang saat ini
menganggur (Gambar 22). Kendati demikian, perlu dicatat bahwa bimbingan psikologis dan penundaan pinjaman
hanya disebutkan oleh mereka yang saat ini bekerja. Namun, bantuan tunai disebutkan oleh sebagian besar di
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kedua kelompok, diikuti oleh akses terhadap peluang pekerjaan/modal usaha dan bantuan pangan. Sepuluh persen
responden membutuhkan lebih dari satu jenis skema jaminan sosial.

Batasan

Dalam menafsirkan hasil temuan, penting untuk mencatat beberapa keterbatasannya. Pertama, sebagian besar
responden memiliki KTP nasional dan dapat mengakses internet. Hal yang terakhir berkaitan dengan rancangan dari
surveiiniyang diselenggarakan secara daring. Sangatlah mungkin ODHIV dan populasi kunci dalam program HIV yang
tidak dapat mengakses internet dan tidak memiliki KTP mengalami program bantuan sosial dengan cara berbeda.

Yang kedua, hasil temuan juga berdasarkan pada data 14 dari 37 provinsi di Indonesia. Sementara COVID-19
memengaruhi sejumlah provinsi, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat (karena menjadi pusat pandemi setidaknya di
beberapa bulan pertama pada 2020), dampak pandemi kini terasa (bila tidak, meningkat) di provinsi lain. Karenanya
penting untuk mencatat hasil temuan survei ini agar tidak digeneralisir. ODHIV dan populasi kunci di provinsi-provinsi
seperti Papua dan Papua Barat tidak terwakili di survei ini.

Ketiga, para responden tidak secara spesifik ditanyai apakah mereka menerima bantuan dari organisasi non-
pemerintah. Mereka yang menerima bantuan dari organisasi-organisasi semacam itu menjawab pada bagian
kualitatif survei itu. Media-media di Indonesia telah melaporkan sejumlah kejadian di mana organisasi akar rumput
menggerakkan bantuan sosial untuk populasi kunci, terutama kelompok terpinggirkan seperti transpuan. Informasi
ini akan sangat berguna di masa depan.

» Kesimpulan

Pada akhir 2020, Indonesia masih menghadapi dampak gelombang pertama COVID-19. Hingga saat ini masih belum
ada tanda-tanda penurunan infeksi baru dan kematian, sementara tingkat pengujian masih tetap rendah. Karena
pandemi dan pembatasan sosial dan pergerakan masyarakat skala besar menyebabkan kekacauan dalam ekonomi,
pemerintah Indonesia mencairkan dana untuk membantu meringankan dampak sosio-ekonomi pandemi bagi para
individu, keluarga dan bisnis. ODHIV dan populasi kunci di Indonesia, berdasarkan definisi, tidak terkecualikan dari
skema jaminan sosial yang ada selama mereka memenuhi persyaratan dan kriteria eligibilitas yang secara umum
berkaitan dengan status sosio-ekonomi, dan bukan status kesehatan seseorang. Selain itu, penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa ODHIV kurang menggunakan berbagai skema jaminan sosial dengan pengecualian asuransi
kesehatan [11,13].

Survei rumah tangga terkini mencatat dampak sosio-ekonomi COVID-19 dengan meningkatnya tingkat kemiskinan
yang diperkirakan secara signifikan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya [4]. Secara umum, ada peningkatan
angka pengangguran pada paruh pertama tahun 2020, dalam hal ini 1,84% peningkatan dari Agustus 2019 [14].
Sebagian besar responden dalam survei ini telah mengalami pengurangan pendapatan (bila saat ini bekerja) dan
hilangnya pekerjaan (bila saat ini menganggur). Lebih separuh dari mereka yang disurvei dalam kajian cepat ini
bekerja di sektor informal, seperti halnya sebagian besar warga Indonesia yang diperkirakan terpukul sangat berat
dari dampak sosio-ekonomi COVID-19. Dalam satu tahun terakhir banyak sektor informal yang harus terus bekerja
tanpa memiliki kemampuan membuat pengaturan kerja yang berbeda; sehingga mereka lebih terpapar risiko infeksi.
Terlebih, sekitar separuh dari para responden mengalami peningkatan hutang dan permasalahan yang berkaitan
dengan kesehatan sejak terjadi wabah. Dalam kondisi krisis seperti ini, skema jaminan sosial dapat menjadi hal yang
sangat penting dalam meringankan dampak sosio-ekonomi yang dirasakan oleh ODHIV dan anggota populasi kunci
yang terdampak oleh dampak sosio-ekonomi COVID-19 mungkin memenuhi syarat.

Meskipun demikian, seperti yang terlihat pada kajian cepat ini, ada distribusi skema jaminan sosial yang tidak
merata yang dirasakan oleh ODHIV dan anggota populasi kunci pada sampel kajian cepat ini. Kendati akses terhadap
jaminan kesehatan nasional relatif lebih tinggi dari penelitian sebelumnya, akses terhadap skema jaminan sosial
yang lebih luas terbatas. Di kalangan mereka yang memiliki tingkat pendapatan terendah, kurang dari separuhnya
menerima manfaat jaminan sosial pada enam bulan terakhir. Selain itu, di kalangan mereka yang bekerja sebagai
pekerja seks, hanya separuh yang menerima bantuan sosial dari pemerintah dalam enam bulan terakhir. Karenanya,
dengan mempertimbangkan status pekerjaan dan kelompok pendapatan—dua kriteria yang menjadi eligibilitas dari
sejumlah skema jaminan sosial—banyak di antara mereka tidak menerima manfaat. Hingga sejauh ini, hasil temuan
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menunjukkan masalah dalam hal pencairan manfaat-manfaat tersebut. Bagi para responden ini, bantuan sosial yang
disediakan oleh lembaga non-pemerintah, termasuk anggota keluarga, tetangga, dan LSM sangat penting untuk
membantu mereka mengurangi dampak kondisi sosio-ekonomi.

Kurangnya pengetahuan mengenai adanya bantuan sosial dan prosedur untuk mendaftar telah dikutip sebagai
alasan teratas tidak menerima manfaat jaminan sosial apapun. Terlebih lagi, kegagalan mendaftar atau terdaftar
tanpa alasan yang diketahui juga menjadi salah satu alasan masyarakat tidak menerima manfaat jaminan sosial
meskipun sangat membutuhkan. Mereka yang menerima salah satu dari skema jaminan sosial yang beragam
juga menyebutkan permasalahan yang berkaitan dengan ketidakkonsistenan bantuan yang mereka terima. Hal ini
menunjukkan perlunya strategi promosional yang semakin membaik, tidak hanya untuk jenis bantuan sosial namun
juga kriteria eligibilitas dan jenis prosedur yang harus dilalui.

Survei daring ini memberikan informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap kondisi sosio-ekonomi ODHIV dan
akses mereka terhadap paket bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Kendati akses terhadap jaminan kesehatan
nasional akan bermanfaat bagi kebutuhan kesehatan mereka, terutama berkaitan dengan kebutuhan perawatan
HIV (dan pengujian bagi anggota populasi kunci), maka ini tidak cukup meringankan beban biaya hidup saat krisis
COVID-19.

Rekomendasi

Krisis yang ditimbulkan oleh COVID-19 berdampak pada kehidupan ODHIV dan populasi kunci. Hasil temuan
menunjukkan masih ada beberapa langkah ke depan untuk memastikan ODHIV dan anggota populasi kunci yang
paling terdampak oleh HIV tidak dikecualikan dari manfaat jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kajian cepat ini:

1. Memastikan kebutuhan ODHIV dan populasi kunci yang belum terpenuhi tercakup

Perlunya mengidentifikasi kebutuhan ODHIV dan populasi kunci yang tidak terpenuhi di Indonesia. Selain dari
mengukur skala populasi sasaran yang dapat menerima program jaminan sosial, investigasi seperti ini harus
dilakukan secara partisipatif agar dapat mengidentifikasi kebutuhan unik ODHIV dan populasi kunci di luar dari
yang disediakan oleh skema yang ada, menghasilkan solusi kreatif yang potensial. Dengan mempertimbangkan
dampak pandemi terhadap kondisi sosial dan ekonomi ODHIV dan populasi kunci lainnya dan bagaimana akses
terhadap skema jaminan sosial telah membantu (atau tidak) dalam meringankan dampak tersebut, survei serupa
dapat dilakukan dalam beberapa periode.

2. Mempromosikan skema jaminan sosial melalui berbagai media

Informasi mengenai skema jaminan sosial harus tersedia bagi semua, terutama kaitannya dengan kriteria
eligibilitas dan bagaimana mengaksesnya bila mereka memenuhi syarat. Sejalan dengan kajian cepat sebelumnya,
para peserta dalam kajian cepat ini menyebutkan kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan adanya skema
jaminan sosial dan bagaimana mengaksesnya sebagai salah satu alasan mereka tidak mengakses. Pemerintah
indonesia melalui berbagai badan pelaksanaan penting (kementerian), harus mengidentifikasi jejaring sosial yang
ODHIV dan populasi kunci yang akan mendapatkan manfaat karena mengakses skema jaminan sosial. Ini adalah
tautan-tautan penting yang harus dipertimbangkan oleh badan-badan pemerintah dalam mengembangkan
desain dan target jaminan sosial yang peka HIV.

3. Memastikan koordinasi antar berbagai badan pelaksana

Hasil temuan kajian cepat menyiratkan bahwa meskipun sebagian peserta merupakan anggota aktif Jamkesnas
(BPJS), hanya sebagian melindungi peserta dalam konteks akses terhadap perawatan kesehatan. Pandemi
telah berdampak pada ODHIV dan populasi kunci yang tidak dapat dicakup oleh jaminan kesehatan. Indonesia,
sebagai anggota ASEAN, telah bersumpah untuk memperluas cakupan jaminan sosial kepada mereka yang paling
rentan [15]. Termasuk ODHIV dan populasi kunci yang—menurut kajian cepat sebelumnya dan saat ini—kurang
menggunakan jaminan sosial non-kesehatan.

4. Menumbuhkembangkan kemitraan antara badan pemerintah dan badan-badan non pemerintah

Kemitraan seharusnya melibatkan anggota populasi kunci dan kelompok ODHIV—yang seringkali merupakan
bagian dari badan-badan non-pemerintah. Hal ini berlaku tak hanya untuk memberikan data mengenai calon
penerima manfaat, namun juga berpartisipasi dalam mekanisme tata kelola dengan lebih bermakna, termasuk
merancang program dan pemantauannya.
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